BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah
perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial
biologis, psikologis maupun secara sosial. Dengan melangsungkan perkawinan,
maka seseorang dengan sendirinya telah terpenuhi kebutuhan biologisnya. la akan
bisa menyalurkan seksnya dengan pasangan hidupnya. Secara mental atau rohani
mereka yang telah melangsungkan perkawinan biasanya lebih bisa mengendalikan
emosi dan hawa nasfunya. Sementara itu dengan melihat status sosialnya dalam
kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah secara
hukum.

Allah Swt. telah menciptakan makhluknya untuk berpasang—pasangan, salah
satunya yaitu dengan melaksanakan perkawinan yang merupakan salah satu ibadah
dan dianjurkan dalam Islam. Dengan melaksanakan perkawinan, maka ia (umat
muslim) telah menyempurnakan separuh agamanya. Perkawinan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti perkawinan yang dilakukan harus patuh
dengan ketentuan dan tata cara yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui
aturan-aturan agama yang diatur di dalam kitab suci agama-agama yang ada di
Indonesia.

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan perintah untuk menikah pada surat An-Nisa
ayat: 3, yang artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,

tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka



(nikahilah) seorang saja”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (1) juga dijelaskan, bahwa “setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah”.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menyoal definisi,
kalau dibandingkan dengan pengaturan Perkawinan yang ada dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan terjemahan dari
Burgerlijke Wetboek (BW), terbukti ketentuan awalnya justru tidak berisi
pemberian definisi perkawinan, tetapi malah menegaskan bahwa lembaga
perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Ini dapat disimak pada Pasal 26
BW yang menyatakan : “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya

dalam hubungan-hubungan perdata.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat
kuat atau miitsagan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan-
nya merupakan ibadah.

Presentase perkawinan dini di Indonesia meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS)
merilis angka 15,66% untuk presentase perkawinan dini di Indonesia pada 2018.

Angka tersebut meningkat dari 14,88% pada 2017. Kenaikan prosentase

perkawinan dini ini merupakan catatan tersendiri bagi Pemerintah yang sedang

! Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, him. 34



terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).? Seperti yang
kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
yaitu batas usia menikah untuk seorang pria usia 19 (sembilan belas) tahun dan
seorang perempuan 16 (enam belas) tahun sekalipun mendapatkan izin dari orang
tuanya, kecuali ada izin dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang diminta
oleh orang tua pihak pria maupun perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mereka yang digolongkan
pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 (enam belas)
tahun atau kurang. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi dengan
jumlah prosentase perkawinan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak
22,77%, Jawa Barat 20,93%, dan Jawa Timur 20,73%. Sebagai perbandingan, pada
2017 prosentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih
rendah dari Jawa Timur 18,44% dan Kalimantan Selatan 21,53%. Dengan
demikian, peningkatan prosentase perkawinan dini pada 2018 di Jawa Barat jauh
lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya.

Pada kesempatan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis angka Indeks
Pembangunan Manusia(IPM) Indonesia pada 2018 yang mencapai 71,39. Angka ini
meningkat 0,58 poin atau tumbuh 0,82% dibandingkan 2017. Meski begitu, angka
ini lebih rendah dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018
sebesar 71,5. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, meningkatnya angka
pernikahan muda menjadi salah satu penghambat laju Indeks Pembangunan

Manusia(IPM) nasional 2018.

2 http://indonesiabaik.id/infografis/masih-banyak-wanita-indonesia-nikah-di-usia-dini, diakses pada
tanggal 23 November 2020
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Secara hukum, Perkawinan dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1)
memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 (enam belas) tahun sedangkan
pria pada usia 19 (sembilan belas) tahun. Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Sementara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah
terjadinya perkawinan usia dini.

Dampak perkawinan usia dini, yaitu rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT). Anak perempuan yang menikah dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) yang tinggi. Selain rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), pernikahan dini juga banyak mengalami resiko meninggal. Resiko
meninggal ini terjadi karena terjadi kanker leher rahim. Semakin dini seorang
perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi resiko terjadinya lesi
prakanker pada leher rahim.? Wanita menikah di bawah usia 16 (enam belas) tahun
biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan mengalami kanker leher rahim
dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun.

Kasus pernikahan usia dini di Indonesia telah banyak terjadi dengan berbagai
latar belakang. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam
perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang ahli dalam
pemberian kepedulian terhadap anak ini dapat menyampaikan atau mengedukasi

terhadap akan pentingnya untuk tidak melakukan perkawinan usia dini.

% Yuspa Hanum dan Tukiman, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita,
Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 13, 2015, him. 39



Berdasarkan uraian di atas bagi penulis sangat menarik untuk diteliti, kemudian
ditulis dalam bentuk skripsi. Dengan ini penulis mengambil judul skripsi : Dampak
Dari Perubahan Batas Usia Minimum Menikah Menurut Undang — Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat untuk
selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : Apa dampak
dari perubahan batas usia minimum menikah menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui apa dampak dari perubahan batas usia minimum menikah menurut
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat,
khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, kejelasan pentingnya mencegah
perkawinan dini dan paham akan tujuan maupun tata cara pelaksanaan

perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.



2 Secara praktis, untuk memberi gambaran terhadap masyarakat atas pentingnya
pencegahan perkawinan usia dini.
1.5 Metode Penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan
tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu
yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang
digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual

(conseptual approach).*

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam metode
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah
semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut- paut dengan isu hukum
yang diteliti.> Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk
memecahkan isu yang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (conseptual approace), yaitu suatu metode pendekatan
melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.®

* peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung, Kharisma Putra Utama, him.
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3. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap.’

1.5.2 Jenis Penelitian
Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan diangkat
dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum
adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), jenis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang digunakan
dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder, walaupun dalam penelitian ini
ada data-data lapangan sebagai data pendukung. Seperti hasil wawancara dan
observasi. Penelitian Yuridis normatif digunakan untuk menganalisis hukum
yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan
masyarakat.®
Untuk memperoleh data pendukung dan informasi yang dibutuhkan
dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di
Pengadilan Agama (PA) Jember dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Sumbersari. Lokasi Penelitian ini dipilih karena, penulis menganggap lokasi ini
dinilai memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang diteliti dan juga
dalam hal ini kedua institusi di atas memiliki kewenangan untuk memberikan
data mengenai dampak dari perubahan undang-undang baru mengenai

perkawinan dan juga memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan

" Ibid, him. 134
8 Bambang Sunggono, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, him. 43



mengenai  pengajuan permohonan dan putusan mengenai dispensasi
perkawinan di Kabupaten Jember.
1.5.3. Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:
1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif
atau bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari :
A. Undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan,
B. Undang-Undang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014.

Di samping bahan hukum primer tersebut dalam penelitian ini juga
didukung oleh hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data
diperoleh dari lapangan secara langsung wawancara kepada :

a. Salah seorang Hakim Pengadilan Agama (PA) Jember;
b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jember.
2. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks
(textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende

leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus,



yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan
topik penelitian.’

3. Bahan hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

kamus hukum, encylopedia, dan lain-lain.'

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan
pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan
Perkawinan Usia Dini. Disamping inventarisasi, pengumpulan bahan hukum
dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-
buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan

pendapat para ahli.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolahan terhadap bahan-
bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah
dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan
penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum vyang dianalisis, baik

menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.*
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